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Abstrak

Penulisan penelitian ini berawal dari keinginan pemerintah Nasional Indonesia untuk
menyelenggarakan otonomi daerah dengan ,asas desentraljsasi. Seiring dengan itu, maka di tingkat
desa diselenggarakan pemerintahanwetonomi oleh dua Iembaga politik di tingkat desa yaitu
Pemerintah Desa (Kepala Desa)"dan Badan Permusyawaratan besa (BPD) yang berkedudukan
sgjgjar dan bermitra Pendlitian ini mengunakan metode penelltla\kualltanf dengan jenis
pendlitian desknptlf,.Dﬁn hasil penelitian ternyata hubungan sejgjar dan bermltra antara kedua
lembaga tersebut tidak berjalan schagaimana mestinya dan cenderung mengarah kepada dominasi
BPD khususnya dalam urusan pembangunan desa yang disebabkan oleh tiga faktorvyaltu faktor
sumber daya manusia pemerintahan desa, faktor kapasitas pemerintah desa, serta faktor bart|5|pas
masyar,akat desa.

Lembaga Pemerintahan: Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daer%,-.l
! Pembangunan Desa.
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Abstract
'I'h|s writing study originated from the Indonesian government's desire to hold the+regional!
tonomy with the principle of decentrallzatlonmng with that, the village-level self-government
organized by two political institutions at the village level ie village government (village head) and
the\Village Consultative Board (BPD) whieh islo HLnaraJIeI to and partnering. This study u%
qualitative research methods with descri |ve' search. From the research, it turns parauel
relationshlp and partnership between these i‘ Stltmlons do not function as it should and'is
Ilkelyrto lead to the dominance of BPD, eﬁeu ly in matters of rural development due to three
factors the human factor of the village administration, village government capacity factor, ar]dthe
factor 0[ rural community participation . ¢
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A. PENDAHUL UAN

Negara Indonesia memiliki wilayah yang
luas sehingga menjadipendorong pemerintah
nasional untuk menyelenggarakan =etonomi
daerah kepada pemerintah daerah dengan asas
desentralisasi dengan  harapan  mampu
menwujudkan penyelenggaraan pemerintahan
sampal di tingkat desa demi terwujudnya
masyarakat yang sejahtera. Desa merupakan
institus yang bersifat otonom dan mash
memegang teguh tradisi, adat istiadat dan
hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi
desa merupakan hak dan fungsi kewenangan

untuk “mengatur “dan mengyfijs kepentingan
masyarakat di desa oleh pemerintahan desa
Pemerintahan Desa_.adalah penyelenggaraan
urusan.pemerifitahan oleh Pemerintah Desa
(Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalamn mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat di desa dengan
menyesuaikan  kepentingan  masyarakatnya
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesa  Pemdes dan BPD  dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
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berkedudukan sejgjar dan merupakan mitra kerja
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing. Kedudukan sgjgjar antara kedua
lembaga politik ini memiliki tempat dan
kedudukan yang sama rata, serta tidak
dibenarkan saling menguasai antara satu dengan
yang lainnya. Sedangkan hubungan sebagai mitra
kerja dapat diatikan sebaga  hubungan
kerjasama dadam ha yang positif daam
menyelenggarakan pemerintahan desa.

Desa Bumbun merupakan salah satu
desa di wilayah Kecamatan Sadaniang, memiliki
letak geografis yang strategis dan sumber daya
adam melimpah namun tidak didukung oleh
infrastruktur yang memadai seperti jalan desa, air

bersih, jembatan, listrik, kantor desa. Lambannya ~

pembangunan di desa ini salah* satunya
disebabkan adanya lembaga_pelitik desa yang
belum bisa melaksanskanftugas dan fungsinya
secara maksimal. Peﬁehtlan difokuskan pada
bentuk hubungan"antara Pemdes dengan BPD
dengan rumUSan masalah adalah bagaimana
bentuk hubUngan dan.apa faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaan hubungan antara kedua
lembaga tersebut, dengan tujuan penelitian yaitu
mendeskripsikan, bagaimana bentuk hubungan
dominasi, subordinas dan Kkemitraan, . serta

mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor==

[

Henghambatnya.

B TINJAUAN PUSTAKA

‘ Secara konstitusional pengertian
desentralisasi dijelaskan dalam Undang-U!
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri as
Daerah, Pasal 1 Ayat 7 bahwa desentr
adalah penyerahan wewenang pemeri ntahar ok
Pemermtah kepada daerah otonom untuk.J
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam ‘sisem Negara Kesatuan Republik
Indonesia’y (NKRI). Desentralisas  merupakan
konsekuensiy dari demokrasi ~dengan tujuan
membangun ‘good governance. mulai_dari akar
rumput politik-\Desentralisasi juga menghasilkan
pemerintahan lokal (local governance), adanya
pembagian kewenangan.serta tersediannya ruang
gerak yang memadal (dalam Harisp2005:40).
Secara historis menurut Santoso (2003:2) desa
adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia. Otonomi
desa menurut Widjgja (2005:165) merupakan
otonomi yang adli, bulat dan utuh serta bukan
merupakan pemberian dari pemerintah.

Menurut Budiardjo (2009:97) “institusi

atau kelembagaan adalah organisasi yang tertata
melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan

o~ organlsasonal yaitu:

yang telah diterima sebagai standar”. Hal itu
sesuai dengan pendapat Munawar (2006:37)
menurutnya “untuk menyelenggarakan
kehidupan masyarakat desa diperlukan adanya
lembaga-lembaga yang mengetur dan mengurus
kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga
tersebut meliputi lembaga pemerintah desa,
lembaga legidatif, lembaga pengawasan,
lembaga ekonomi dan lembagalembaga lain
sesuai dengan kebutuhan setempat”. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
pasal 14 menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa
adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan (ayat 1),
sedangkan dalam pasal 1 ayat 8 didefenisikan

“ww bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang

disebut_dengan nama lain, selanjutnya disingkat
BPD, adalagh lembaga yang merupakan
perwujudan démokras dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa’ %baga unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Hubungan_ kerja aalam pemerintahan
dapat. digolongkan menjadi dua jenis yaitu:
Pertama hubungan kerja hirarkis bersifal vertikal
adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan
dengan bawahannya, dari-tingkat pejabat,tinggi
sampal kepada pejabat paling rendah. Kedua,
hubungan kerja fungsional. yang sifat
horizontal dan merupakan Kerjasama antara dua
atau lebih unit organisasi/pegjabat ¥ yang
mempunyai kedudukan yang® setingkat; demi
terwujudnya kerjasama yang harmonis isebagai

dan Chrigtine S.T. Kansil, 2008:126). Sedangkan
menurut Yukl (1991) ada tiga model ‘hubungan

ssatu kesatuan yang menyeluruh (Kansﬂ CST
an "]

hubungan ¥ dominasi,
huhungan subordinasi dan hubungan kemitraan
(http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/
kemitraan-pemerintah-desa dengan-badan-
perwakilan-desa-dalam-penyel enggaraan-
pemerintahan-desa/; diakses tanggal 24 Oktober
2013, pukul17.25). F

' 4

C. METODE PENELI'I)“AN

Jenis penelitian*yang digunakan penulis
.dalampenelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang berusaha
mengambarkan objek dan subjek sesuai dengan
apa adanya, dengan empat tahap penelitian yaitu
menetapkan permasalahan, merancang metode
peneltian, mengumpulkan data dan mengolah,
menganalisis dan melakukan interpretasi data,
serta menyusun laporan atau menulis skripsi
(Mulia dan Tohardi, 2005:58). Penelitian
dilakukan  di Desa Bumbun  dengan
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pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan
salah satu desa miskin di Kecamatan Sadaniang
dengan subjek penelitian adalah Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Ketua dan anggota dari BPD,
pemuka masyarakat atau Ketua Adat, Ketua RT,
serta individu yang dianggap bisa memberikan
informas mengenai permasalahan penelitian,
dengan instrumen penelitian yaitu panduan
observasi, pedoman wawancara, dan aat
dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan
dan setelah selesai dilapangan (dalam Sugiyono,
2008:89). Pemerikasaan  kabsahaan  data
mengunakan teknik triangulasi yaitu teknik
pemerikasaan kabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepesluan
pengecekan atau sebagai pembanding” data itu
(Moleng, 2004: 178). Dalam” penelitian ini
penulis memilih teknik tr.lahgulas sumber yaitu
dengan membandmgkah dan mengecek kembali
informasi yang @idapat dari hasil. wawancara,
observasi dan-'dokumentas dengan waktu atau
Situasi yang berbedawsecara berulang-ulang
sampai ditemukan Kepastian data.

D+/PEMBAHASAN
D.1. Bentuk Hubungan Antara Pemerintah

! Desa (Pemdes) dengan Badan S—

Per musyawar atan Desa (BPD) Di Desa

' Bumbun

]

depgan BPD memiliki hubungan sebagai mitra
kerja dan berkedudukan sejgjar. Sehingga antar*i
kedua

menj-alankan tugas dan fungsinya sehartsny

—
Hubungan kerja antara Pemerintah Desta '

lembaga politik desa ini am

mengalami perubahan yang signifikan sehingga
terkesan hanya berjalan ditempat. Belum
mampunya pemerintah desalkepala desa dalam
membangun desanya terjadi dalam kurun waktu
12 tahun atau dua priode kepemimpinan kepala
desa lama. Hal tersebut salah satunya disebabkan
karena kurang mampu dan atau kurang cakapnya
pemerintah desalkepala desa dalam menggali
atau memanfaatkan sumber daya yang ada di
desanya.  Ketidak mampuan  pemerintah
desa/kepala desa dalam membanguna desanya
terlihat juga dari ketidak mampuannya dalam
menjalin hubungan kerja dengan lembaga BPD
dan Pemerintah kabupaten yang merupakan
mitra kerja dari pemerintah desa itu sendiri. Hal

“w lersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh At

(seorang informen) “pemerintah desa (kepala
desa) seharusnya mampu menjalin koordinasi
dan kerjasamd‘dngan baik dengan pemerintah
diatasnya (pemerintah kabupaten), sehingga
pembangunan di desa “dapat segara tercapai,
bukan sebaliknya, justru di de&a kami yang lebih
berperan aktif adalah dari p|hé1< BPD, padahal

mereka tidek  memiliki hubungan kerja
sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah
desa’. Sedangkan hal . lain yang ‘menjadi

penyebab keterlambatan pembangunan di desa
ini, " khususnya yang berada di jlayah
kecamatan Sadaniang dikarenakan kecamatan ini
merupakan kecematan yang.~baru terbentuk
sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
Artinya pembangunan yang ada di desal sampai

dari pemerintah daerah, baik pemerlntah
kabupaten,provenst maupun pemerinah pusat.

'faat ini memang masih mengandalkan ‘bantuan

sallng menghargai dan melengkapi antara &t ¥ Dai penuturan diatas maka dapat! dikatakan

dengan yang lainnya Namun hubungan
demikian tidak selalu berjalan sebagaimana
mestinya, karena disebabkan ~oleh beberapa
kendala Sebagalmana akan saya jelaskan di
bawah ini.
1 BentukHubungan dominasi

Pemerinteh Desa: (Kepala « Desa)
merupakan lembaga politik di tingkat desa yang
berfungsi sebagai penyelenggara berbagai urusan
yang langsung berhubungan dengan-kepentingan
dan kebutuhan warga masyarakatnya. Kepaa
Desa dituntut untuk mampu menjalankan serta
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
dengan sebaik mungkin, sehingga diharapan
kesejahteraan warga masyarakatnya dapat segera
tercapai yang salah satunya melalui
pembangunan di desanya. Pembangunanan di
desa ini (Desa Bumbun) berdasarkan hasil
wawancara serta pengamatan di lapangan belum

3

bahwa keterlibatan pemerintah desajetau kepala
desa di- Desa Bumbun khususnya dalam urusan
pembangunan fisk desa belum mampu
dilakasanakan secara maksimal, dimana terkesan
lebih bersifat-pasif sehingga hal itu berakibat
juga pada lambannya pembangunan yang ada di
desa
2. Bentuk hubungan subordmas

Badan Permusyawaratan Desa adalah
Jlembaga tegislatif desa yang berfungs sebagai
lembaga yang  mengawas pelaksanaan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa (eksekutif
desa) agar bisa berjalan dan sesua dengan
kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat yang
diwakilinya. Dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa di sebagian daerah mash
banyak mengalami kendala, salah satunya ialah
dari pemerintah desa itu sendiri yang seolah
tidek siap dalam menjalankan tugas yang
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diembankan kepada dirinya. Sebagaimana yang
terjadi di Desa Bumbun dimana pemerintah desa
(Kepala Desd) dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya khususnya dalam
membangun desanya terlihat kurang begitu
cakap dan terampil yang nampak dalam kurun
waktu dua priode kepemimpinannya tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Sehinga
hal itu menyebabkan lembaga (BPD) lain yang
menjadi mitra kerjanya secara tidak langsung
mengambil alih apa yang seharusnya menjadi
tugasnya (khususnya dalam urusan pembangunan
desa) atau dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa hubungan antara Pemerintah Desa
(Kepala Desa) dengan BPD yang ada di desa ini
lebih didominasi oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Terjadinya dominasi BPD tersebut
bukan disebabkan karena adahya perbedaan
pendapat dan atau _peftentangan diantara
keduanya, tetapi |ebih*disebabkan karena kurang
mampunya pemerintah desa itu ‘sendiri dalam
menjalankan 4 mgasnya Wujud kongkret dari
terjadinya ‘dominasi itu terlihat dari proses
menyustn dan pengajuan rancangan
pembangunan desa‘yang lebih didominasi oleh
BPD.

" 3. Bentuk hubungan kemitraan

. Hubungan kemitraan antara Pemerintah™

esa (Kepada Desa) dengan BPD: dalam

enyelenggarakan pemerintahan desa dapat

dfarnkan sebagai hubungan kerja yang sallrb
mqlengkapl dan menyeimbangi kekurangan antar
satu lembaga dengan lembaga lainnya, sekelig
mampu  memahami  tugas,
kewenangan masing-masing sebagai ap atu aj
pemenntahan desa. Dalam menyelengg
pemen-ntahan desa, antara Pemerintah desai
dengan 'BPD diharapkan mampu bersinergi dan
bermitrak dengan baik .~ dan tepat dalam
menentukan arah kebijakan sehingga pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat di desanya juga
dapat segeraytercapai. Hubungan kerja antara
Pemerintah Desa (Kades) dengan « Badan
PermusyawarataryDesa (BPD) di Desa Bumbun
dalam pelaksanaan*spemerintahannya idealnya
menyesuaikan pola hubungan*sebagaiwmitra
yang berkedudukan sejgjar, namun ternyata
dalam penyelenggaraannya atau penerapannya di
lapangan (di desa Bumbun) belum berjalan
sesuai dengan yang diinginkan, dimana lebih
didoninasi oleh lembaga BPD. Hal itu
dikarenakan adanya hambatan atau permasalahan
yang dihadapi oleh pemerintahan desa sebagai
penyelanggara pemerintahan desa yang ada di
lapangan (di desanya). Sehingga permasalahan

fungsi td*’ H armayanti, 2007:287). SDM bagi pemermtah

tersebut juga berakibat pada pelayanan dan
kesgjahteraan masyarakat desa itu sendiri.

D.2. Kendala hubungan antara Pemerintah
Desa (Pemdes) dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Bumbun

Penyelenggara pemerintahan desa oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa sebagai lembaga politik di tingkat desa

dalam mewujudkan pembangunan bagi warga

masyarakatnya merupakan tanggung jawab dan
tuntutan yang harus segera dilaksanakan demi
tercapainya kesegjahteraan warga masyarakatnya,
dan sdah satunya dapat dilakukan dengan

) ‘pembangunan sarana dan prasarana di desa.

Namur*s.untuk  dapat melaksanakan dan
mewuj udkari |~tu semua tidaklah semudah yang
kita bayangkan ‘karena harus diakui bahwa
pemerintah desa tldalaah\selalu sempurna tanpa
ada kekurangan ataupun kendala-kendala yang
mempengaruhinya. Berikut Thi akan penulis
jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi
hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD
di desa Bumbun. “
1. Faktor Sumber Daya. Manusia (SDM)
Pemerintahan Desa

Sumber daya manusia (SDM) mlenurut
Nawawi ~ adalah manusia__yang teekerja
dilingkungan suatu organisasi_yang merupakan
aset atau modal dan dapat diwujudkan” dalam
eksistens organisasi tersebut 4 (dalam

desa (kepala desa) memiliki posisi dan peranan

Jyang strategis dalam menentukan keberhasilan

suatu pemerintahan, salah satunya berupa
pembangunan sarana dan prasarana fasilitas
umum di desa Ha itu berartif bahwa jika
SDMnya berkuditas, maka jkinerja yang
dihasilkan juga akan berkualitas, dan sebaliknya
jika sumber daya manusi anyay rendah maka hasil
kerjanya pun*kurang memuaskan dan bahkan
tidak berkualitas. Rendahnya kemampuan
pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya
sebagai_akibat*rendahnya sumber daya yang
‘dimiliki oleh pemerintah desa yang dapat diukur
dari tingkat pendidikan yang mereka miliki. Di
desa Bumbun, berdasarkan hasil penelitian,
dalam rangka menganalisis faktor sumber daya
manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya
hubungan dominas BPD terhadap Pemerintah
Desa di desa ini iadlah salah satunya disebabkan
minimnya tingkat pendidikan dari pemerintah
desa itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikan,
aparatur pemerintah desa di desa ini hanya
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berpendidikan SMA dibawah, yaitu 3 orang
tamat SMA, 4 orang tamat SMP dan bahkan ada
2 orang yang hanya tamat SD. Sedangkan BPD
yang menjadi mitra kerjanya memiliki tingkat
pendidikan yang cukup tinggi yaitu terdapat 3
orang tamat Sarjana (2 orang tamat Sl/strata satu
dan 1 orang tamat D3/sarjana muda), 1 orang
tamat SMA, serta 5 orang tamat SMP.
2. Faktor Kapasitas Pemerintah Desa
Diselenggarakannya pemerintahan desa
salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat desanya. Dalam
mewujudkan itu semua dibutuhkan individu-
individu yang memiliki kemampuan dalam
memanfaatkan sumber daya yang ada di desa
Agar pemerintahan desa dapat terlaksana secera
nyata serta sesuai dengan keipgifan dan
kebutuhan masyarakatnya maka dibutuhkan
beberapa kemampuan (kapasitas) yang perlu
dikembangkan  yaitl terdiri dari kapasitas
regulasi, ekstraksi, distributif, responsif, serta
kapasitas Ja'mgan dan_ kerjasama. (Rozaki
dkk,2005: 115-116) Berdasarkan pendapat di
atas, pehulis akan menjelaskan kondis yang
terjadi di desa Bumbun sebagai tolak ukur dari
kemampuan ““pemerintahan  desa .dalam
menjalankan__pemerintahannya, yaitu sebagai

berikut: Pertama, kapasitas regulasi (mengatur)==

erupa peraturan desa di desa ini belum mampu

embuat peraturan desa yang disebabkan

|n| mnya sumber daya manusia pemerintah desta
|tu] sendiri.” Kedua, kapasitas ekstraksi adalah
kemampuan mengumpulkan, mengarahkangd
mefigoptimalkan aset-aset desa salah Lt
|alah aset fisik berupa kantor desa menurtt A
(i nforman) bahwa kantor desa di desanya, belu
mampu direglisasikan dikarenakan keterbatasan
dana. Sedangkan Aset politik atau lembaga-
lembaga kemasyarakatan desa, Organisasi
GAPOKT‘AN misalnya desa ini kurang berjalan,
hal itu terbukn bahwa ‘organisasi- ini sampai
sekarang belum bisa mengerakkan pola kerja
petani di desa ini yang masih mengunakan cara-
cara tradisional dalam mengelola
sawah/ladangnya. "Ketiga, kapasitas distributif
yakni membagi sumber daya*-desa..secara
seimbang dan merata sesuai dengan prioritas
kebutuhan masyarakat desa di desa ini sudah
cukup merata dan sesuai dengan proritas
kebutuhan yang ada. Keempat, kapasitas
responsif, untuk kapasitas ini sebenarnya sudah
bisa dikatakan dapat terlaksana secara baik
khususnya dalam menghimpun aspirasi-aspirasi
dari masyarakatnya, namun belum mampu
mengimplementasikan aspirasi-aspirasi tersebut

nya

L!

“w lidaknya

sebagaiman telah dijelaskan  sebelumnya
khususnya dalam urusan pembangunan misalnya
kebutuhan akan kantor desa. Kelima, kapasitas
jaringan dan kerjasama di desa ini sudah
menerapkannya dengan pihak perusahaan swasta
untuk menanamkan modalnya untuk perkebunan

Kelapa sawit.
3. Faktor Partisipasi Masyarakat
Selain faktor sumber daya manusia

pemerintahan desa dan faktor kapasitasnya,
ternyata faktor partisipasi masyarakat desa juga
sangat menentukan terselenggaranya
pemerintahan desa tersebut, atau dengan kata
lain partisipas masyarakat desa dalam
pemerintahan desa sangat menentukan tercapai
tujuan dari penyelenggaraan
pemesintahan desa itu sendiri. Karena pada
dasarnya “keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam kesShuruhan proses kegiatan
(pembangunan di desa) merupakan salah satu
bentuk kerja sama antara masyarakat dengan
pemerintah .desa dalam réngk‘a merencanakan,
melaksanakan serta memelihara, dan menjaga
hasil’ dari pembangunan itu sendiri.s\Keterlibatan
masyarakat itu seharusnya tidak hanya terlibat
pada tahap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sagja, tetapi harus mampu menjaga
danmemelihara hasil dari pembangunar‘ yang
sudah dibuat bersama.

Partisipasi masyarakat ‘dalam
pembangunan desa di desa Bumbun sebagai mana
yang disampaikan oleh Ns (inferman)f “peran

gserta masyarakat di desa secara umum memang

l

sudah tinggi, hal itu terbukti dalam setiap
mengadakan  rapat  yang diadekan  oleh
pemerlntah selalu hadir’. Selanjutpya dalam
proses pelaksanaan  pembangunman  desa,
keterlibatan masyarakat di desa ini sudah sangat
baik. Hal itu nampak dalam prosesipembangunan
sdluran ar bersh di dusun JBumbun yang
dikerjakan ~-seeara  gotong-royong  oleh
masyarakatnya tanpa mengﬁarapkan imbalan
atau: upah. “Sedangkan 4 pada tahapan
pemeliharaan pembangunan di desa ini secara
umum masih sangatekUrang, kebanyakan dari
.meraka~“befanggapan bahwa pemeliharaan
pembangunan desa merupakan urusan dari
pemerintah desa. Adapun yang menjadi
penyebab kurangnya partisipas masyarakat
dalam urusan pemeliharaan pembangunan di
desa ini ialah disebabkan minimnya tingkat
pendidikan masyarakat yang berdampak pada
sikap mental masyarakat tersebut, serta faktor
ekonomi masyarakat yang kebanyakan dari
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mereka sibuk mengurus atau mengelola
pertaniannya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian dan penjelasan
terdahulu maka penulis menemukan beberapa
kesmpulan dalam penulisan ini yaitu sebagai
berikut:

1. Bentuk hubungan antara Pemerintah
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Bumbun lebih mengarah pada hubungan
subordinasi, dimana BPD lebih dominan
dibandingkan Pemerintah Desa. Terjadinya
dominasi ini lebih mengarah pada ha yang
positif yaitu demi mengatasi ketertmggalan
pembanguan di desanya.

2. Adapun yang menjadi fakior kendala
dari hubungan tersebut adalahpertama, faktor
sumber daya manusia yang dapat dilihat dari
tingkat pendidikan dari’ kedua lembaga tersebut.
Kedua, faktor kapasitas pemerintah desa dalam
memanfaatkan” sumber daya yang ada di desa
masih sangat kurang..Ketiga, faktor partisipasi
masyarﬂ<at yang .masih sangat *, kurang,
khusisnya dalam “memelihara atau menjaga
pembangunan yang ada desa.
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